
 
BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI BANDUNG 

NOMOR  46  TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 111 

TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 dan penjabarannya telah 
ditetapkan melalui Peraturan  Daerah Kabupaten  

Bandung Nomor  26 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 111 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017; 

 
  b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan 

Bupati Nomor tentang Penetapan Rencana Aksi 
Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2017 dan 

Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi, khususnya 
terkait dengan rencana persiapan integrasi SIMDA 

Perencanaan dan SIMDA Keuangan, pada Badan 
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, 

Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Daerah perlu 
dilakukan pergeseran antar rincian objek belanja 
dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar 

objek belanja dalam jenis belanja berkenaan; 
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c. berdasarkan Pasal 160 ayat (4)  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa pergeseran 
antar rincian objek belanja dalam objek belanja 

berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam 
jenis belanja berkenaan  dapat dilakukan pergeseran 
anggaran dengan cara mengubah peraturan kepala 

daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar 
pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam 

rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; 
 

  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 
 

    
    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4999); 
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  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 
 

  4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
  8. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  11. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
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  12. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
 

  13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 
  14. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5898); 

 
  15. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5948); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
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  18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
  21. 

 
 
 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 
 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
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  25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2009  tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5351); 
 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010  tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209); 

 
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

 
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

  29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

  30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

  31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 
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  32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

  33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara   (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 
 

  34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

 
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarakan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73., Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

  36. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 
Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 
 

  37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 
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  38. Peraturan Presiden  Nomor 123 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364); 

 
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 
 

  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 541); 
 

  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

 
  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1744); 
 

  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 
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  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun          

Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 125);  

  46. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana 
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 000); 

  47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional;  

  48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9  Tahun        
2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 9); 

  49. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 

2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016    
Nomor 102); 

  50. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 

  51. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 tahun 
2008, tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) 
sebagaimana telah dibuah dengan peraturah daerah 

Nomor 25 Tahun 2009 ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2009 Nomor 25); 

  52. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 
tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 
Nomor 11); 

  53. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 tahun 
2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan 

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya 
Kabupaten Bandung(Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2011 Nomor 6); 
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  54. 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan 
Rancaekek Kencana (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung  Tahun 2012 Nomor 19); 
 

  55. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan 

Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 
 

  56. Peraturan    Daerah  Kabupaten  Bandung   Nomor   12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2016 Nomor 12). 
 

  57. Peraturan  Daerah Kabupaten  Bandung Nomor  26 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 26); 
 

  58. Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 111) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 111 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2017 Nomor 36). 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 111 TAHUN 2016 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

 Pasal  I 

 
 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung 

Nomor 111 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 
111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 111 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 

36), diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Lampiran I a diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut : 
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Pasal II 

 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 

 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bandung. 
 
 

 
 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal  22 Agustus 2017 
  

        BUPATI BANDUNG, 
  
  

 ttd 
 

  
      DADANG M. NASER 

  
Diundangkan di  Soreang  
pada tanggal  22 Agustus 2017  

  
   SEKRETARIS DAERAH 

  KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

 
 ttd 

 

 

  
    SOFIAN NATAPRAWIRA  
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